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BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
2.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kantor Desa 
Kantor Desa Pinggir adalah salah satu kantor instansi kepemerintahan yang terletak di Desa Pinggir yang dibentuk oleh Muhammad Salim pada tahun 1990 yang dipimpin oleh Asmara selaku Kepala Desa di Desa Pinggir, luas wilayah lebih kurang 23.000 hektar dengan jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan sejauh 17 km. Jumlah kependudukan Desa Pinggir adalah 186 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 768 jiwa. Daerah yang dikenal dengan nama Desa Pinggir ini salah satu Desa tertua yang menjadi satu warisan sejarah suku Sakai Batin Lias yang saat ini menjadi satu Desa Definitif. 
Desa Pinggir termasuk salah satu Desa di Kecamatan Pinggir yang berada di Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Semunai/Kelurahan Balai Raja

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tengganau 

c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Semuna

d. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kampar
1. Adapun Visi dan Misi PPS:
2. Visi
Visi Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah:

Terwujudnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki intergritas, profesional, mandiri, transparan  dan  akuntabel  demi  terciptanya  demokrasi  indonesia  yang 
berkualitas.
3.  Misi

Misi Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang bersih, efesien, dan efektif.
b. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat indonesia yang demokrasi.
2.2 Struktur Organisasi
Dalam suatu instansi, baik pemerintah, maupun swasta struktur organisasi sangat diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup tugas yang dibebankan kepada setiap petugas untuk mencapai tujuan yang dinginkan. Peran struktur organisasi sangat penting dalam sebuah instansi atau perusahaan, salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi kerja guna mencapai tujuan. Setiap instansi mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung pada jenis besarnya instansi tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur organisasi yang baik akan memungkinkan pendelegasian wewenang yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional. Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan salah satu panitia yang  memiliki struktur organisasi yang sederhana 
yang terdiri dari:
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Sumber : Panitia Pemungutan Suara (PPS)
2.3 Tugas Dan Tanggung Jawab
Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

A. Ketua PPS
Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Memimpin kegiatan PPS.
2. Mengundang anggota mengadakan rapat. 
3. Mengawasi kegiatan KPPS.
4. Memandu pengucapan sumpah atau janji ketua dan anggota KPPS.
5. Berkoordinasi dengan pihak yang dipandang erlu untuk kelancaran tugas.
6. Melaksanakan kegiatan lain guna kelancaran pemilihan sesuai perundang-undangan.
B. Anggota 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
1. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas.
2. Melaksanakan tugas yang ditentukan ketua PPK dan ketentuan perundang-undangan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

4. Bertanggung jawab kepada ketua PPK.
C. Sekretariat PPS

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
1. Membantu pelaksanaan PPS.
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS.
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS.
5. Bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua.
D. Sekretariat Penyelenggara

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: 
1. Menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan yang akan dilakukan pada masing-masing desa.
E. Sekretariat Tata Usaha Keuangan

 Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: 
1. Menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, dan administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS.
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